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1 Undang Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

2 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP

3 Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas
Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 7 Tahun 2019 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan
Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan

5 Peraturan Bawaslu No.1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik di Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kab/Kota.

6 Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi
Publik.
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Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan elektronik.
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